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TEITITANG

SISTEilI PEITYELEIY(X}ARAAN PENDIDIKAN

DENGAIT RAHMAT TUHAN YAJTG MAIIA ESA

BT'PATI INDRAGIRI HULU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 ayat (2) huruf
f Pc-raturan Pernerintah Nornor I 7 Tahun 20 I O tentang
Per.gelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagairnana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor l7
Tahun 2O1O tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan
Pendidikal perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

1. Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956
Nomor 25, sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Indragi-.-i Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentalg Pembantukan Daerah Otonom Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tenggah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 32 Taiun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undalg Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4
tentang Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

5. Peraturan
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5. peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang WajibBelajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOgNornor 9O Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4963);

6. fi Tahun 2OlO tentang
an Pendidikan (tembaran
2OlO Nornor 23, Tambahan

. Republik Indonesia Nomor 5lO5)
sebagaimana telah diubah denga;r perafuran pemerintah
Nomor 66 Tahun 201O tentang perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor r 7 Tahun 20 l0 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan pendidikan (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tam batran Lembaran Neg"."
Re publik Indonesia Nomor 5157).

DcngBn peraetuJuan BerBaEa

DEWAIT PERtrIAIflLAIT RAISAT DAERAII NABUPATEII INDRAGIRI HULU

dan

BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAI{ DAERAII TENTANG
PEITYELENGGARAAN PEIYDIDI I(AJY

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengar :

SISTEM

Daerah adalatr Kabupaten Indragiri Hulu.
Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di
bidang pendidikan.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkal suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif rnengembangkan potensi dirinya
untrrk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
penllendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serlr ke terampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bargsa dal negara, yarrg diselenggarakan di Kabupaten
Indr agiri Hulu.

6. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik
untuk menge mbangkan potensi din dalam suatu proses
pendidikan yarg sesuai dengan tujuan pendidikan.

7. Jeniang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang
ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang
dikembangkan.

8. Jenis pendidikan adalah kelompok yarlg didasarkan pada
kek-hususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikal.

l.
2.
3.

9. Satuan...
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9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal dan informal pada se tiap jenjang dan jenis
pendidikan.

10. Pendidikan alak usia dini adalah suatu upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dlngan usia
enam tahun yang dilakukan melalui pemberian .".g"..rganpendidikan untuk membantu pertumbuhan J"r,
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki pendidikan letih lanjut.

I l. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang
melalrdasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk
sekolah dasar (SDf atau bentuk lain yang sederajat serta
Sekolah Menengah Pertama (SMp), atau bentuk liin yang
sederajat.

12. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan
pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas
(SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain
yang sederajat.

13. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur
dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan rnenengah.

14. Pendidikan nonforrnal adalah jalur pendidikan diluar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secErra
terstruktur dan berjenjang.

15. Pendidikan informa-l adalah jalur pendidikan keluarga dan
lingkungan.

16. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik
yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual,
mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan
bakat istimewa.

17. Pendidikan .layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta
didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana
alam, bencara sosial, dan tidak marnpu dari segi ekonomi.

18. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai,
memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau
menjadi ahli ilmu agama.

19. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan
dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan
dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya
pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat Indragiri Hulu.

20. Ta,.nan Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA
ad{ai sala-tl satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini
pa,1a jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
program kesejahteraan sosia-I, program pengasuhan ana-k,
dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan
usia 6 (enam) tahun.

21. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada
jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan
program pendidika, ,lan program kesejahteraan bagi anak
berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (ernpat) tahun.

22. Taman ...



4

22.Taman kanak-kanak selanlutnya disingkat TK adalah salahsatu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jJuipendidikan formal - yang menyelenggarakan proi."-
pendidikan bagi alak usia 4 (empat) tahun sampai deigan
6 (enam) tahun.

23. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salahsatu bentuk satuar pendidikan formal yarlg
menyelenggaratan pendidikan umum pada i..r.;""[pendidikan dasar.

24. Sekolah Menengah pertama selanjutnya disingkat SMp
adalah salah satu bentuk satuan fendiaitan foimal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjani
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau Lentuf
lain yang sederajat.

25. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA ada.lahsalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada ienian[pendidikan rnenengah sebagai lanjutan aari SVIF, atarl
bentuk lain yalg sederajat.

26. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan foimal yang
menye lenggarakan pendidikan - umum pada ienian[pendidikan menengai sebaga$flanjutan dari Sfvf p, 

"tarlbentuk lain yang sederaja t.
27. Sekolah Luar Biasa selarjutnya disingkat SLB adalah

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan
khu sus, bersifafsegrlgatif dan ierdir'I.-atas Tarnan Kalak-
Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB), Sekolah Menengah pertama Luar Biasa (SMPLB),
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

28. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya
disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yarrg
menyelenggarakan pendidikan nonformal.

29. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajara,n serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

30. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan
pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar.

31. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian,
penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungiawaban
penyelenggaraan pendidikan.

32. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau
standar yang telah ditetapkan.

33. Sistem Informasi Pendidikan adatah layanan informasi yang
menyajikan data kependidikan meliputi lembaga
pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan
kependidikan, sarana dal prasarana, pembiayaan, dan
kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta
masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang
memerlukan.

34.Kompentensi ...
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34. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan
dan perilaku yang harus dimiliki, aihayati, dan dikuasai
oleh guru dalam melaksanal<an tugas keirofesionalan.

35. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentangberbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaai
pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh

- , penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
36. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah

Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan
pendidikan.

37. Pr:nyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelatsanaan
kompone n-komponen sistem p..raia*un pada
saruan/program pendidikan pada jatur, jenjanE, dan jenis
pendidikal agar proses pendidikan dapat berlangsung
sesuai dengan tqiuan pendidikan nasional.

38. Pengelola pendidikan adalah pemerintah, pemerintah
Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan
pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara
satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonfoimal,
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

39. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang
kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikai
nasional oleh Pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat
dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlalgsung
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

40. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas
merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,
menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan
pelatihan.

41. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjan[
penyelenggaraan pendidikan.

42. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
tertentu.

43. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pNS adalah
pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

44. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-pNS adalah
pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan
atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau
Pemerintah atau Pemerintah Daerah
berdasarkanPe nanjian Kerja.

45. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang
harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

46. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.

47. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

48. Kcpala ...
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48. KepaIa Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan
sebagai Kepala Satuan pendiditan.

49. Kabupaten Indragiri
giri Hulu, dan warga

S0. Indragiri Hulu.

pemerinta-t yans mempu"rX,"f"#fi* ffi",f,.l*:#";
bidang pendidikan.

51. Budaya membaca adalah ke-biasaan warga masyarakat yang
menggunakan sebagian waktunya sehari_hari 

-s.""." 
i"p"iguna untuk membaca buku atau bacaan lain yang

bermarrfaat bagi kehidupan.
52. Budaya belajar adalah kehiasaan warga masyarakat yang

menggunakan sebagia_n waktunya sehari_hari-s..^." i.pri
-^ qu"." untuk belajar guna meningkatkar pengetahuan.
53. Fudaya belajar diluar jam sekolah adalah k"ebiasaan warga

belajar menggunakan sebagian waktunya sehari_hari paJa
hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluarjam sekolah.

FUNGSTBfA:.rlfrrro*
Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentukwatak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk
mewuj udkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan
potensi peser-ta didik menjadi manusia yang beriman dL bertiqwa
kepada T\rhan Yang Maha Esa, berakhlak- mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, mandiri, mapu bersaing pada taraf nasion al dan
internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan
bertanggungg jawab.

PRINTIIP PENYELEfiffii,I*- PENDIDIKAN
Pasal 3

(1) Pendidikan disele nggarqktrn secara profesional, transparan dan
akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama pimerintah,
Pemerintah Daerah, Masyarakat dan peserta Didik.

(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik
dengan sistem terbuka dan multimal<na.

(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan
pemberdayaan secara berkesinambungan serta beilangsung
sepanjang hayat.

(4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.

(5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan,
men€rntang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi
keteladanan.

(6)Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya
membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.

(7)Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh
komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam
penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV...
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BAB lV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesahr
Warga Masyarakat

Pasal 4
(1) Setiap warga masyErrakat berhak memperoleh pendidikan yang

bermutu.
(2) warga masyarakat berhak menyelengga,rakan pendidikan berbasis

masyarakat.
(3) lVarga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional,

dan meng;rlami hambatar sosial berhak memperoleh pendidikan
khusus.

(4) Warga n,asyarakat yang melr:r iki potensi kecerdasan dan/ atau
bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.

(5) Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau rnengalami
bencana alam dan/ atau bencana sosial berhak memperoleh
pendidikan layanan khusus.

(6) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan,
pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknotgi, seni
dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga,
barrgsa dan umat manusia.

Pasal 5
(1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 {.lima belas)

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat.
(2) Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya

pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
(3) Warga masyarakat berkewajiban mencipiakan dan mendukung

terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di
lingkungannya.

Pasal 6
Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan
dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7
(1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya

untuk memperoleh pendidikan.
(2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya

untuk berfrl<ir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas
dan usianya.

(3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai
ke mampuan dan minatnya.

{4) Orang tua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan
anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak
m€rmpu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagial Kedua
Masyarakat

Pasal 8
(1) Masyara-kat berhak berperan serta dalam perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentual peratrrran perrndang-r,rndangan.

Pasal 9 ...
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Pasal 9
Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalampenyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga
peserta Didik

Pasal lO
(1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan

dengan aEarna yarg dianutnya a"i aa3arkan oleh
seagzuna.

agama sesuai
pendidik yang

(2) setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak
mendapatkan kesempatan program akselerasi.

(3) Setiap peserta didik berhak mendapa tkan pelayanan pendidikan
dan pembelqiaran dalam rangka pengembarrgan pribadi sesuai

. . dengan bal<at, minat, kecerdasar, dal kJmampuannya.
(4) Peserta didik yalg berprestasi dan/atau yarrg orang tuanya tidak

T"Tp, membiayai pendidikan berhak mendapatkln bel siswadan/atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemerintaLi
Daeral'r dirn/ atau Masyarakat.

(5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
(6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, d",., -.rrib.rika,informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuta;. 

- - -
Pasal I1

(f) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikal program
pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak -..ryl-f,..rgdari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norrna_norrnapendidikal untuk menjamin keberlangsungan proses dan
keberhasilan pendidikan.

(3) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana
prasErrana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan
satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati
peraturan perundang-u ndangan.

dan
pada

segala ketentuan

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf I
Pendidik
Pasal 12

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, parnong belajar, instruktur,
fasilitator atau sebutan lain ya,g sesuai dengan kekhususannya serta
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 13
(1) curu sebagaimana dimaksud dalam pasal lZ, dalam

melatsanakan tugas berhak:
a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan

jaminan kesejahteraal sosial;
b. mendapatlan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas

dan prestasi kerja;
c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak

atas kekayaan intelektual;
d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

e. memperoleh ...
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e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasararna
pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;

f. . memiliki kebebasan dalam rnemberikan penilaian dan ikutmenentukan k
peserra didik s n?,Hu:l,I'dfli
dan ketentuan

g' memperoleh rasa aman dan jaminal keselamatan darammelatsanakan tugas;
h' memiliki kebebasan unkuk berserikat dalam organisasi profesi

selama tidak rnengganggu tugas dan kewajibannla;i. memiliki kesempatal untuk berperan dalam penentuan
kebij rkan pendidikan;

j. mem.reroleh kesempatan untuk mengembangkan dan
_ meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
k. memp's16lsh pelatihan dan pengembangan profesi dalam

bidangnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas guru berkewajiban:
a. merencanakan pembelajaran, mllaksanakan proses

pembelajaran termasuk pelaksanaal belajar yalg bermutu
serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; -

b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik iembaga dan
profesi;

akademik dan
pengembangan

belajar di h.rarjarn sekolah;
e. memberikan keteladanan

dan budaya belajar;
dan menciptakan budaya membaca

f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar
pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik
tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial
ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undalgan, kode etik
guru serta nilai-nilai agama, dan etika;

h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
i. melaksanakan dan menge{aka_n tugas profesi selama hari

efektif sekolah dan melaksanakan tugai-tugas lain se suai
dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 14
(1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain

yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dalam melaksanakan tugas berhak:
a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan

jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian
dan beban tugas serta prestasi kerja;

b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi
kerja;

c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai
pendidik pendidikan nonformal dari pemerintal, pemerintah
daeral. dan lernbaga pendidikan nonforrna.l;

d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;

e. memiliki ...



selama tidak mengganggu
(2) Dalam melaksanal<an tugas

Fasilitator, atau sebutan Iain
berkewajibal:

lo

e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam arganisasi profesi
tugas dan kewaji balnya.
Titor, parnon; Behj;, Instruktur,
yang sesuai dengarr kekhususannya

a. men5rusun rencana pembelajaran;
b. melakukal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan

kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bai-an ajar,
maupun metode pembelajaran yang sesuai;
rqrengevaluasi hasil belajar peserta didik;
menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;

e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan
pendidikan nonformal;

f. mengembalgkar model pembelajaran
nonformal;

g. me laporkan kemajuan belajar;

pada pendidikan

,".,*l"'*lflffi,r",
Pasal 15

(l) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidik, penilik,
pengawas, peneliti, pengembang, pustal<awan, laboran, dan teknis
sumber belajar.

(2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan :

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan
memadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan

kualitas;
d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

(3) Tenaga kependidikan berkewajiban :

a. menciptakan suasarra pendidikan yang berrnakna,
rnenyenangkan, kreatif, dinarnis, dialogis, inovatit dan
bermartabat;

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan
mutu pendidikan;

c. memberikan tauladan da.rl menjaga nama baik lembaga dan
profesi;

d. memberikan keteladan dan menciptakan budaya membaca dan
budaya trelajar;

e . mentaati ketentuan peraturErn perundang - undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah

Pasal 16
Pemerintah Daerai berkewajiban :

a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan;

b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah;

c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan
yang bermutu bagi warga masyaralat tanpa diskriminasi;

d. menyedialan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 tahun;

c.
d.

e. menyediakal ...



lt
e. menyediakan darra guna-.terselenggaranya wajib belajar l2 tahunkhususnya bagi peserta didik dari lieluarga tid"ak -u-p, e;";;iterlantar;
f' pemberia. bea siswa atas prestasi atau kecerdasan ya.g dimiliki

pesertr, didik;
C. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakatuntuk nrempe role h pendidikan;
h. memfasilitasi satuan pendidikan dengal pendidik dan tenaga

kependidikan yang profesional, sesuai d-engan perkembangan ilm"upengetahuan dan teknologi untuk manjamin te.".f."[g".roya
pendidikan yang bermutu;

i. memfasilit,asi tersedianya pusat-pusat baj. mendorong pelaksanaan budaya membac
k. membina dan mengembangkan pendidik ikanpada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah,

pemerintah daerah, dal masyarakat;
l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus

menerus untuk terselenggarErnya pendidikan yang bermutu;
m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu

pengetailuan dan teknologi guna mendukung pendidlkan yang
bermutu;

n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka
kerjasama pengembalgan ilmu pengetahuan dan teknologi;

o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi danfasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi
perkembangan ilimu pengetahuan din teknologi dalair
penyelengaraan pendidikan;

p. mendoror,g dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi
secara aktif dalam penyelengaraan dan peningkatan mutu
pendidikan.

BAB V
JALUR, JENIS, DAN JENJANG PEDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17
(l) Jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, nonformal,

dan informal yang dapat saling melengkapi.
(2) Jenjang p:ndidikan formal terdiri atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah darr pendidikan tinggi.
(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan,

akademik, profesi, keagamaan, dan khusus.

Pasal l8
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, dan /
atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:
a.
b.
c.
d.
e.
g.
h.
i.

pendidikan anak usia dini;
pendidikan dasar;
pendidikan menengahl
pendidikan nonformal;
pendidikan informal;
pendidikan khusus dan layanan khusus;
pendidikan keagamaan;
pendidikan keolahragaan.

Bagian ...
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Bagian Kedua
pendidikan Anak Usia Dini

",.JjTIl'{-],,".
(l) 

Pasal 19

, menumbuhkal, dan
dini secara optimal
dasar sesuai dengan

memasuki pendidikan 
"ur"rr.;,-,t 

,ygfl 
memiliki kesiapan untuk

(2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :

a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi pesertadidik agar menjadi manusia beriman da; be;taqwa k;p;;;
T\rhan Yang MaI.a Esa, berakhlak rnr_rlia, sehat, beriirnr, ..k.p,kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi' -rrg"

. masyarakat yang demokratis dan bertanggungiawab;
b. mengerr.bangarr potensi kecerdasan 

* 
spiiltuat, intelektual,

emosional dan sosial peserta didik pada masa emaspertubuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan
meyenangkan.

Paragral 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis pendidikan

Pasal 2O
( I ) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggaratan melalui jalur

formal, nonformal, dan informal.
(2) Bentuk satuan pendidikan aIrak usia dini pada jalur pendidikan

formal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah TK.
(3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
_ . lonforrnal sebagaimana dimaksud pada ayat [r; meiiputi kA, fRa.
(4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jarur pendidikan informal

sebagaimana dimaksud pada ayat (l), merupakan pendidikan yang
dilaksanakan dalam benruk pendidikan keluarga alau pendidikai
yang dilaksanakan masyarakat setempat.

Pasal 2 I
Penyelenggaraal pendidikan pada TK, atau bentuk lain yang sederajat
memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

( 1) Peserta
tahun.

(2) Peserta

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal22
didik TPA berusia sejak

didik KB atau bentuk lain

lahir sampai berusia 6 (enam)

yang sederajat berusia 2 (dua)
tahun sampai 4 (empat) tahun.

(3) Peserta didik TK, atau bentuk lain yang sederajat berusia ar,tara 4
(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 23
Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TpA, KB
atau bentuk lain yang sederqjat disesuaikan dengan kebutuhan, usia
dan/ atau perkembangan anak.

Pasal 24 ...
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Pasal 24
Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jarur pendidikan formarmaupun- nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lainyartg sederajat.

,"";r;ff;11""
Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut rnengenai
penyelenggaraan dan pengelolaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
dengan Peraturan Bupali.

prosedur dan tata cara
pendidikal anak usia dini
sampai dengan Pasal 24 diatur

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan
Pasal 26

(l) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan dan mengamalkan nilai
keimanarr, ahklak mulia, kepribadian luhur, siliap dan rasa
keindahan, serta memberikan dasar pengetahuan, k"m.mp.rurr,
dan kecakapan membaca, menulis, dan be-rhitung ierta t"pl"itJ
belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah
dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan p..r""pJuo
tujuan perrdidikal nasional.

(2) Penyelenggaraal pendidikan dasar bertujuan membalgun landasan
bagi berkembangnya potensi peserta didik agar merjaA manusia
beriman darr bertaqwa kepada Tuhan Vang tfaaha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri,
percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta
bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Paragral 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis pendidikan

(1) Pendidikan ,""* o,"LXi|*?l"kan melarui jatur pendidikan formal.
(2) Bentuk satLran pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(l), meliputi SD, atau bentuk lain yang sederajat serta SMF,
(3) 9D terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMF terdiri atas 3 (tigaj dngkat

kecuali program akselerasi.
(4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa pendidikan umum, dan khusus.

,i"T.ii'3l0',u
Pasa.l 28

(l) Peserta didik pada SD, atau bentuk lain yang sederajat dapat
berusia paling rendah 6 (enam) tahun.

(2) Bagi peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun
sebagaimana dimalsud ayat (l), dapat diterima setelair memperoleh
rekomendasi tertulis dari psikolog.

(3) Peserta didik pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat ada.lah
lulusan SD. atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf4...
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".,ilil,illl,-,."Pasal 29
Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata carra penyelenggaraan pendidikan
Dasar sebagaima.a dimaksud dalam pasi 26-sampr.i de.rga., pasal 2gdiatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Menengah

Paragraf I
Fungsi dan{\rjuan

(l) Pendidikan menengah atas berfungsi menyiapkan peserta didikuntuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk
hidup di masyarakat.

(2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik
menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutamauntuk bekerja dalam bidang tertentu s.suri pe."y.rrt"r, p."..
kerja.

Pasal 31
(1) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi ,.rur,r"i-,
beriman dan bertaqwa kepada T\rhan Vang tVtaha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cal<ap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri,
percaya diri, dan rnenjadi wa_rga negara yang demokratis dan
bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut atau
bekerja dalam bidang tertentu.

(2) Pendidikan menengah atas bertujuan untuk membentuk manusia
berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup sehat,
memperluas pengetahuan dal seni, memiliki keahliin dan
keterampilan, menjadi anggota masyaralat yang bertanggung jawab
serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan
lebih lanjut seja.lan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

(3) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk
manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan
fisik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
memiliki sikap wira usaha dan memberikan bekal kompetensi
keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam
bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan
nasional.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 32
(l) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui

formal.
(2) Pendidikan Menengafr berbentuk SMA, SMK, atau

sederajat.
(3) SMA dikelompokkan dalarn program studi sesuai dengan kebutuhan

untuk belajar lebih lanjut di pendidikan Tinggi dan hidup di dalam
masyarakat.

(4) SMA terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program akselerasi dan
untuk SMK dapat ditambah satu tingkat.

jalur pendidikan

bentuk lain yang

(5) .Jenis...
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Paragraf 2
Bentuk dan program pendidikan

Pasal 38
(l) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :

a. lembaga kursus;
b. lemtraga pelatihan;
c. kelompok belqjar;
d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
e. satuan pendidikan yang sejenis.

(2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan
pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal
pengetal-r uan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk
mengem bangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha
mandiri, dan/atau meladutkan pendidikan ke tingkat yang lebih
tinggi.

(3) Kelompok belqjar menyelenggarakal kegiatan untuk menampung
dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakal
yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.

(4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan
berbagai progrzun pendidikan nonformal untuk mewujudkan
masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi
kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan
dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Pasal 39
Program pendidikan nonformal meliputi :

a. pendidikan kecakapan hidup;
b. pendidikan anak usia dini;
c. pendidikan kepemudaan dan olah raga;
d. pendidikan pernberdayaan rr-rerr.p:uan;
e. pendidikan keaksaraan;
f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
g. pendidika-rr kesetaraan; serta
h. pendidikan lainnya.

Pasal 40
(1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dima_ksud dalam pasal

39 huruf a merupakan pendidikan yang memberikarr kecalapan
personal, intelelrtual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk
bekerja, berrsaha dan/atau hidup mandiri.

(2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan
persona-I, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk
bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.

(3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi
dengan program-program pendidikan nonfofinal lainnya dan/atau
tersendiri.

Pasal 4 I
(l) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 huruf c merupakan pendidikan yang
diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.

(2) Pendidikan
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(2) Pendidikan kepemudaan dan- olah raga berfungsi mengembangkanpotensi pemuda dengan penekanan pid. p..rgurtan nilai keimana.
kebangsaal, e

n dan teknologi,
pan hidup bagi

(3) Pendidikan kepernudaan mencakup berbagai bentuk pendidikandan pelatihan di bidang ke
wawasan kebangsaal, ke
ilmu pengetahuan dan
kepeloporan, kepemimpinan, 

1

lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 42
(l)Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 huruf d merupaka'pendidikan'untuk mengangkai
harkat dan martabat perempuan.

(2) Pendidikan pemberdayaan 
_ 
perempua_n berfungsi meningkatkan

kemampuarr .perempuan dalam pengembangan potensi diri, rrilai,
sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar
kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

(3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup :

a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
b. pencegahan terhadap pelanggaral hak-hak dasar perempuan;

dan
c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 43
(1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39

hr.rruf e rnerlpakan pendidikan bagi warga rnasyarakat yang buta
aksara agar mereka dapat membaca, menulis, beihitung, 6erblahasa
Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas
hidupnya.

(2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar
membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa
Indonesia kepada peserta didik.

(3) Pendidikan keaksaraan dilaksanal<an terintegrasi dengan
pendidikan kecakapa-n hidup.

Pasal 44
(l) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana

dimal<sud da,lam Pasa_l 39 huruf f merupakan pendidikan yang
diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuin peserta didi[
dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang
sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi
manusia produktif.

(2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk
rneningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik
dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan
keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian
profesional sesuai denga-n kebutuhan dunia kerja atau
kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal



l8

(l) pendidikan n""",*.#""101"*r-urr. dimaksud dajam pasal 39huruf - g merupakan 
.. p...og."- pendidikan 

"""roi-J-l"Igmenyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMp, aan 'SMi
_^. {*g mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
(2) Pendidikan kesetaraan berfungsi setagai layanan jenjang

pendidikarr dasar dan menengah p"d.lrlu. pendidikan .ro.rfo.-at. '
(3) Program Paket A berfungsi merr-berik-an pendidikan umum setara

SD.
(4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara

SMP.
(5) Program Paket c berfungsi memberikan pendidikan umum setara

SMA.
(6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi denganpendidikan kecakapan hidup.

"jg;:'#;-Pasal 46
(l) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan

Iembaga pelatihan adalah warga masyEualat yaI,rg -.;.;irk;;
lekaf untuk mengembargkan diri, bekerja mencari nalkah

- dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yalg lebih tinggi.
(2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusal kegiataibelajar

masyarakat adalah warga masyaraka t yang ingin belajar untlk
rnengernbangkan diri, bekerja, dal/atau melanjutkan ke tingkat
pendidikan yang lebih tinggi.

(3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga
masyaralat pemuda.

(4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah wzrrBa
masyarakat usia 15 (lima belas) tatrun ke atas yang belum dapit
membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam
bahasa Ir.donesia.

(5) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat
yang menempuh pendidikan setara SD.

(6) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat
yang telah lulus program Palet A, atau SD atau pendidikan lain
ya-ng sederajat yang menempuh pendidikan setara SMp.

(7) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat
yang telah lulus program Paket B, atau SMp/MTs atau pendidikan
lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMA.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 47
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan
Nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 sampai dengan
Pasal 46 diatur dengan Peratura_n Bupati.

Bagian
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Bagian Keenam
pendidikan Informal

Paragraf 1

Fungsi dan Ttrjuan
Pasal 48

(1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembalgkan
potensi warga masyarakat guna mendukung plndidikai ".p.rrj*ghidup.

(2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan
agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan
kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tuj uan
pendidikan nasional

Ben tuk 
""-'il:fl 

Xf pendidikan
PasaI 49

(l) Pendidika n Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang
berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.

(2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidi'i<an
masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta
interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didi

Pasal 5O
Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga
masyarakat.

Paragraf 4
Pengakuan Hasil Pendidikan Formal

Pasal 5 I
(1) Hasil pendidikan Informal diakui sama dengan pendidikan formal

maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang
ditunjuk olel r Pemerintah/ Pemerin tah Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Khusus

Paragraf I
Fungsi dan Tujuan

Pasal 52
(1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi

at kesulitan aatam m."giLuTi
fisik, emosiona,l, mental, sosial

iliki potensi kecerdasan dan/atau
bakat istimewa.

(2) Pendidikan l,,husus bagi peserta didik yang mengalami kendalafisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk
mengembalgkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan
kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.

(3) Pendidikan



20

(3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untukrnengernbalgkal kelebihan kualitas kecerdasJn spiritual,
intelektual, ernosional, sosial, dan bakat istimewa ya-ng dirnilikinya.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis pendidikan

Pasal 53
(l ) Pendidikarr khusus diserenggarakan meralui jalur pendidikan

formal, nonformal dan informal.
(2) Pendidikar: khusus formal bagi peserta didik ya,,g memiliki kendala

fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB)
dan/atau kelas inklusif pada setiap jenjang pendidikan.

(3) Pendidikar khusus fonnar bagl peserra didik yang memiriki potensi
kecerdasan dan / a tau_bakat istimewa dapat diselenggaralan pada
satuan pendidikan SD, SMp, SMA, SMK, atau bentuk lain yang
sederqiat.

(4) B-el,tuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta
didik ya,g memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam
bentuk kelas khusus dal/atau satuan pendidikan khusus.

(5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi
kecerdasan dar/atau bakat istimewa dapat berupa piogrr-
percepatan, program pengayaan, atau gabungan program
percepatan dan program pengayaan.

(6) Pendidikan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus,
kelompok belajar, lembaga pelatihan, serta satuan pendidikan Iain
yang sederajat.

(7) Pendidikan khusus infonnal berbentuk pendidikan keluarga dan
lingkungan.

(8) Jenis pendidikan khusus sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat
berupa pendidikan umum, kejuruan, dan khusus.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 54
Peserta didik pada pendidikan khusus adalah warga masyarakat yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 55
Ketentuan let ih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan
Khusus sebagaimana dimalsud dalam pasal 52 sampai dengan pasal
54 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Keagamaan

Paragraf I
Fungsi dan Ttrjuan

Pasal 56
(1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik

menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan
nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

(2) Pendidikan
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(2) uan untuk
malkan nil
yang berwa

bangsa yang beriman, berraqwa, ;il-*3.u,tr:i'ffff" kehidupan

Paragraf 2
Jalur dal Bentuk pendidikan

Pasal 57
Jalur dan 

. 
b:1tyk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud

dalam pesal 56 dialur sesuai dengan ketentuan peiaturan perundang_
undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan pengelolaan

Pasal 58
(l) Penyelenggaraan darr pengelolaan pendidikan keagamaan harus

dilaksanakan sesuai dengan ketenfuan peraturan perundang_
undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber dayapendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59
Ketentuan Iebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan
Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5k sampai dengan
Pasal 58 diatur dengan Perafuran Bupati.

pENGELoT:li Xl"r,r,*^
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 60

(1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :

a. Pemerin tah Daerah;
b. Badan llukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur

pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;

c. Satuan pendidikan pada jalur pendidikal formal dan satuan
pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

(2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diarahkan pada :

a. pemerataan alses pendidikan dan pencapaian standar minimal
mutu layanan pendidikan;

b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan

publik.

Pasal 6l
(1) Pengelolaan pendidikaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60

didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Progran
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(2) Program kerja dan *ggqal tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) 1,ang disusun oleh ,emerintah Dierah didasarkan iadaRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD) dan
Rencana ,Dembangunan Jangka panjang baerah (RpJpb).

(3) Prograrn unan sebagaimana dima_ksud padaayat (l) hukum penyelenggar, .^'ir*pendidik an formal dan/ itau t"aan numm
penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal
didasarkan pada rencala strategis setiap mengacu pada RPJMD
darr RPJPD.

(4) Program kerja dan anggarzrn tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dal satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal
didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu
pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua
Pengelolaal dan Pernerintal. Daerah

Pasal 62
(1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah

dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai
dengal kewenangan.

(2) Kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) di"uangkan dalam :

a. renca-1a Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RpJMD);
b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RpJpD);
c. peraturan Perundang-undangal daerall bidang pendidikan.

(3) Kebij akan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 mengikat :

a. semua Peralgkat Daerah;
b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
e. dewan Pendidikan Kabupaten;
f. pendidik dan tenaga kependidikan;
g. komite selolah atau nama lain yang sejenis;
h. peserta .iidik;
i. orangh ra/wali peserta didik;
j. masyarakat;
k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 63
(l)Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi,

mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan
mengendalikal penyelenggara satuan, jalur, jenjang, darr jenis
pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan
dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka
pengelolaan sistem pendidikan nasional.

(2) Pemerintah l)aerah bertanggung jawab :

a. menyelenggarakan se kurang-kurangnya pendidikan anak usia
dini, Fendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, pendidikan
Nonformal, Pendidikan Khusus;

b. memfasilitasi . . .. .
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b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,P,endidikan Dasar, pendidikan Menengah, pendidikan
Nonformal, Pendidikan Informal, pendidikan Khusus;c. mengkoordinasikan penyelenggar.aan pendidikan, pembinaan,
pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untukpendidikan formal, nonformal dan informal yang
diselenggarakan Pemerin tal-r Daerah dan/ atau masyarakat;

d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan
tahun;

e. menuntaskan program buta aksara;
f. mendo;rong percepatan pencapaian target nasional bidang

pendidikan di daerah;
g, mengkoordinasikan dan

kurikulum pendidikan;
mensupervisi pengernbalgan

h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal
untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan;

Pasal 64
(l) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu

satuzrn pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan
berpedoman pada kebijakar nasional bidang pendidikan, standar
nasional pendidikan dan pedomar penjaminan mutu yang
di terbi tkan oTeh D e parte me n P endidikan Nasional.

(2) Pemerintah Daerah melaksalakan aftreditasi terhadap satuan
oendidikan dan/atau progrErm pendidikan pada jalur pendidikan
formal dal nonforma] pada setiap jenjang dan jenis pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{21 Bupati membentuk Unit Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
Kabupaten untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 65
(1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem

informasi pendidikan daerah secara online dan kompatible dengan
sistem informasi pendidikan nasional yang dikembang[an
Departemen Pendidikan Nasional.

(2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur,
jenjang, jenis, satuan, prograrn pendidikan.

(3) Pemerintal daerah mendorong satuan pendidikan untuk
mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi pendidikan
sesuai dengan kewenangal.

(4) Sistem inforrnasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (f) dirancang unruk menunjang pengambilan keputusan,
kebrjakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat
diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian
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pen geroraan or eh Badan 
""?tf ?x1113" gsara satuan pe n d i d ikan

Formal dan pendidikan Nonformal
Pasa.l 66

atuan pendidikan formal dan/atau
pendidikan nonforma,l bertanggung

lenggarakan.

a. menjamin ketersediaan l) meliputi :

dan ierkelanjutan bagi terselenggarany. o.r"r*fftil:a1TfltH
. sesuai dengal standar nasional pendidikan;
b. menjamin akses pelayarr"r, p".riidikan bagi peserta didik yangmemenuhi syarat sampai batas aaya= tampu"t -;;G"

pendidikan;
c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau programpendidikan yang diselenggaralannya dalam m"iakik"r,penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakur, .r."io.r.f

bidang pendidikan, standar.nasional pendidikan, a.r, p.a"-""penjaminan mutu yang diterbitkan Depertemen p""arJir.^"
Nasional;

d. memfasilitasi akreditasi sa
oleh badan akreditasi sek
Badan Akreditasi Nasiona
Lembaga Akreditasi iain y

e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. membina, mengembangkan, dan
dan tenaga kependidikan yang
pengelola.

Bagian Keempat
Pengelolaan oleh Satuan pendidikar

Pengelolaan ol.h 
".tr.oPH1:flt*r. meliputi perencanaan program,pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pernbetalaran,

pendayaguna.-in
sarana dan 

ePendidikan' pengelolaan
belajar, pengendalian,

pelaporan dan ndidilian lainn"ya sesuaidengan prinsip basis sekolah/satuan plndidikan
nonformal.

Pasal 68
(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, danmenengal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal

dengal prinsip manqjemen berbasis sekolah.(2) ayar (l)
al yang

(3) :bagaimana dimaksud pada ayat (l)berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, parti'sG;l:
keterbukaan dan akuntabiiitas.

mendayagunakan pendidik
berada dibawah binaan

(4) Ketentuan
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(4) Ketentuan lebih Ianjut mengenai standar pelayanan minimar danmanajemen berbasis- seko.rah mengacu pada 
- 
peratur"n rr."t .iPendidikan Nasionar dan dikembang[an sesuai ae"gao t.tuilh;;. '

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai s-tandar pelayan;-Mil;;-'6g
dikembangkan sebagaimana.d naksud pada ayat (2) diatur a"rg.i
Peraturan Bupati.

xu"ntf#l"
Pasal 69

(1) Kurikulum progrEun kegiatan belajar pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, pendidikan mentngah, mengacu standar
nasional pendidikan dan Rencana pembangunan Janlka Menengah
Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.

(2) Kurikulum nendidikan pada jalur pendidikan
pendidikan rnformal, pendidikan berbasis keunggulan
pendidikan khusus menggunalan standar nasional
potensi dan keunggulan lokaI.

nonformal,
daerah, dan
pendidikan,

(3) Penyeleng:,ara inklusi dapat mengembangkan standar nasional
pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan
ditangani oleh tenaga khusus.

Pasal 70
(1) Kurikulurn pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah

dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan denian
standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan ses"uai
dengan tuntutan dan kebutuhan dengal birpedoman pada

. . ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanalan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan
peserta didik dan lingkungan;

b. beragam dal terpadu;
c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

seni dan budaya;
d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
e. menyeluruh dan berkesinambungan;
f. belajar se panjang hayat;
g. seimbang anta-ra kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

(3) Ketentual k:bih lanjut mengenai pedoman penyuiunan dan
pengembangal kurikulum sebagairnana dirnaksud pada ayat (l)
dan ayat (2) diatur dengan Perafuran Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 7 I
(1) Peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK atau bentuk lain yang

sederajat dapat:
a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis;
b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/ataujalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan

akademik satuan pendidikan penerima.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta

didik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan peraturan
Bupati.

Pasa-l
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Pasal 72
(lJ Peserta didik SD, SMR SMA

sederajat dapat mengambil
pendidikan pada saLuan pen
untuk memenuhi ketentuan
bersangkutan.

(2)

(3) Ketentuar lebih lanjut mengenai tata cara pengambilal matapelajaran atau program pe-ndidikan sebagaimana Ji-"ts"O paaa
ayat (l) dan ayat (2f diatur dengan peraturan Bupati.

eaHasitBiLNren
Pasal 73

(l) Bahasa Pengantar dalam pendidikan menggunakarr Bahasa
Indonesia.

(2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar
dalam pendidikan.

(3) Bahasa Asing dapat dipergunakar sebagai bahasa pengantar selain
Bahasa Indonesia untuk meningkatkan [emampuan peierta didik.

BAB X
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagial Kesatu
Umum

Pasal 74
(r) Pendidik sebagaimana dimaksud daram pasa-l 12 merupakan tenagaprofesional yang tugasnya merencanakan, milaksanakai,

mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasii
pembelajaran.

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat(1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan,
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis- untuk
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 75
(f ) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal Z4 ayat (l) harus

memiliki kualifi-kasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta -memiiiki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifrkasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tingkat pendidikan minimal Sl dan,/atau D IV.

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan a,,ak usia
dini, pendidikan dasar, dan pendidikan -..,.rgr1,, meliputi :

a. kompe ter.si pedagogik;
b. kompetensi kepribadian;
c. kompetensi profesional;
d. kompetensi sosial,

(4) Seseorang . .. .
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(4) seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahliansebagaimana dimaksud pada iyat (2) tetapi memiliki k;;ii;khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat _"";rafpendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
(5) Keten tuan men genai_ persyal.t"r,, ie.raga kependidikarr se bagairnanadimaksud dalarn pasal 

_ 
74 ayat 1Z-j aiatur dengan ketentuanperaturan perundang_undangan.

pengangkatan, e.r,"r,p"Luls,'?:I:il%"", dan pemberhentian
Pasal 76

(1)Pengargkatan, penempatan, pemindahan, da, pemberhentian
kan pada satuan pendidikan anak
didikan menengah, dan pendidikan

pemerintah Daerah, dilakukan

dan ke butuhan, yans r.u.r..rnj"1r"ir[tlJffi il,iTn ru,Tflffi I
. -. 

peraturan perundang_undangan.
(2)Peng-angkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian

pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikannonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan

bersangkutan, dengan
a ditetapkan dalam

(3) dan pemberhentian
pendidik dan tenaga- kependidikan sebagairnana dirnaksud paJa
ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.

Pasal 77
(l) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah darr pendidikan nonforma_l yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usula_i Kepala Di*n'as.

(2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan alak usia dini, pendidikal dasar, pendidikan menengahdan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarafat,dilakukan oleh penyelenggara satuan - pendidikan- yang
bersangkutan.

Pasal 78
(l) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang

kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (pNS) pada 
"rtrr. penaiaitari

anak. _usia dini, pendidikan dasar, pendiidikan menengah, danpendidikan nonformal yang diselenggaralan pemerintah Daerah
dilaksanakan oleh Kepa_la Dinas.

(2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), dilakukan daLm rangka pembinaai karier,
peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan
di setiap satuan pendidikan.

Pasal
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(t) pember hentian o.r#"i'"3at rerhadap pendidik dan tenagakependidikan, atas dasar :

a. permohonan sendiri;
b. meningga.l dunia;
c. mencapai batas usia pensiun;

.^. d. diang-kat dalam jabatil.l?i pada jenjang saruan pendidikan;
(2) Pemberhentian dengan tidak hormai t..rr"?"p p""iait a-..*tJ."g"kependidikan, atas dasar :

a. hukuman jabatan;
b. al<ibat pidana nenjarl berdasarkan keputusan pengadilan yang

mempurryai kekuatan hukum tetao:
c. melakukan perbuatan pelangg'aian peraturan perundang_

undangan;
d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat
pembinaan dan pengembanga-n

Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina danmengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 8l
(1) Pembinaan dan pengembaagan pendidik dan tenaga kependidikanpada satual pendidikan -anak usia dini, p".,aiait'rn dasar,pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yarr;diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimanidimaksud dalam pasal 

-8O, meliputi pendidikan a"., p..f"-Ut 
"rr,{91a1t<an pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi i.;;-a;disiplin.

(2) Pendidikan dal pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (t), unruk m;ingk;tka;-;;;
mengembangkan kemampuan dan profesionalisme,

Pasal 82
(l) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikansebagairr,ana dimaksud dalam pasal 81 alat if f , J."gkedudukannya sebagai pegawai Negeri Sipil efrfSl aif"Lu"i[.fi
,^. :..1a1 ketentuan peraturan perundang_undangan.
(2) Pembinaan dan pengembangan pe.rdiiik dan tenaga kependidikanpada. ,satuan pendidikan anak usia dini, p"iaiaifrr, ;;;;pendidikar menengah, da_n pendidikan nonformal yangdiselenggartkan pemerintah Daerah yang kedudukannya U"t"i

Pegawai Nelieri Sipil (Non pNS), dilaksanakir oleh Kepala binas.

Pasa] 83
(l) Pembinaan disiprin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuanpendidikan anak usia dini, p..riidik* dasar, p."aiiitr'menengah, dan pendidikan nonformal yang aisef .inggaratan

Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawrb X.pal. Dinas.

(2) Pembinaan ....
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(2) Pembinaan disiplin pendidik d
pendidikan anak usia din
menengah, dan pendidikan
masyarakat menjadi ta.ggu
pendidikar yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kesejahteraan

Pasal 84
Pendidik dan tenaga 

.J<ependidikan yang kedudukannya sebagai
Pegawai Negr.ri Sipil (pNS) berhak memferoleh p..rgh^"il.r, 

"."J.ik€tentuan peraturan perundang-undangart yalg berla;l b"g, p.;;-;;
Negeri Sipil (PNS).

Pasal 85
Kesejahteraan pendidik^darr 

!9naga kependidikan yang kedudukannya
bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-pNS), pada satuan fendidikan anakusia dini, perrdidikan dasar, pendidikal menengah, dan pendidikan
nonformal yang diselenggaraka, pemerintah Dlerah dil,aksanaka,
sesuai ketentuan peraturan perrndang-trndangan.

Pasal 86
(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengatr, dan pendidikan
nonformal yang diselenB$arakan masyarakat yang kedudukannya
bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-_pNS), berfr-ak -.-p.."tlnpenghasilar di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial. didasarkan pada perjanjian tertufis yang
dibuat antara penyelenggara safuan p..rdidit , dengan p..,iiJi[
dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan
kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan p.rididit.r,
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal yang diseten ggarakan masyarakat.

(3) Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membaatu kesejahteraan
pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengatr, dan pendidikan
nonformal yang diselenggarakan pemerinlah daerah dan
masyarakat.

Pasal 87
Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga
kependidikan sebagaimana dimaksud daram pasar g5 dan g6 diatir
dengal Peraturan Bupati.

Bagian Keen
penghargaan

Pasal 88
(1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikanatas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesltiaan pada Negara,berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atru -e.,in'ggaidalam melaksanakan tugas.

(2) Penghargaan
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(2) Penghargrran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dapat diberikan
au dunia usal. a dal/atau penyelenggara

bempa kenaikan pangkat, tanda-jasa
(3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana

dapat juga diberikal dalam 6entuk
dan/atau bea siswa.

dimaksud pada ayat (2),
piagam, lencana, uang

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepadapendidik da./atau tenaga kependidikan s.bagri-rnao"a aim"["ua
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengai p.."t r; E;;;;i.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 89
(l) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga

kependidikan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi :a. perlindungan hukum yang mencakup ierhadlp tindak

kekerasa,, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimiiasi, aiau
perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik,

- masyarrekat, aparatur, dan/atau pihak lain;
b. perlinrt ungan profesi ya.rg -e.rtakup perlindungan terhadap

pelaksalaan tugas sebagai tenaga profesional fang melipuii
pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peratuian
perundang-undangan, pemberian imbalan yang-tidak wajar,pembatasan kebebasan al<ademik, dal pem-batasan 

"i""pelarangan lain yang dapat rnengharnbat dalarn pelaksanaan
tugas;

c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup
perlindungan terhadap resiko tangguar feiminan kerja,
kecelakaan ke{a, dan atau resiko liin.

Bagian Kedelapan
Organisasi profesi

(1) Pendidik dan 
"""#"1.'o?ndidikan dapat menjadi angsota

organisasi profesi sebagai wadah yang bLrsifat mlndiri s uaidengal ketentuan peraturan perundang_undangan dan tidak
mengg€rnggu tugas dan tarrggung jawab.

(2) organisasi profesi sebagairnana dimal<sud pada ayat (r) bertujuanuntuk meningkatkan dan/atau mengembangkan i;-u-r;;;;
profesionalitas.

Bagian Kesembilan
Kepala Sekol

"ilflTfl,
Pasal 9l

(1) Untuk dapa.t diangkat sebagai
pendidikan yang diselenggarakan
dan masyaratat, selain memiliki s
kualifikasi, juga harus memenuhi persya_ratan ..

a. bertaqwa kepada Tfrhan yang Maha-Esa;

b. setia
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b. seLia kepada pancasila sebagai Dasar Negara, Undang_Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. berstatus sebagai guru;
d. sehat jasmani dal rohani berdasarkan hasil pemeriksaan

kesehatan menyeluruh dari dokter;
e. tidat pernah dijSryhi pidana penjara berdasarkan putusan

pengadilal yalg telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
a yang diancam dengan pidana
ahun atau lebih, dibuktikan dengan

r. '"::?#ffj"an pendidikan;
g. memiliki kemampuarr manajemen pendidikan;
h. memiliki pengalaman sebagai pendiaik dan/atau membimbing

paling scdikit 5 (lima) tahun sejak dialgkat menjadi pendidik.
(2) Guru yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

selain- memenuhi persyaratan sebagaimana dimafsud pada ayat (l),juga harus memenuhi persya,ratan lain yang berlaku Uadi pfvS
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilakukan pemerintah
Daerah, dalam hal ini Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perrndamg-r:ndangan.

(4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usiadini, pendidikan dasar, pendidikan -.nerg.fr, dan pendidikan
nonformal yarg diselenggarakan masyaralat, dilakukan oleh
penyelenggara satuan pendidikal yalg bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

".-,"0*,rffiflii3berhe., 
ti,.,

Pasal 92
(1) Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Kepala Dinas sesual-d"rgr.,
ketentuan peraturan perundalg-undangan.

(2) Pemberhentia, Kepala sekolah pada satuan pendidikan anak usia
dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yaxg diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati sesuai -dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemindahal dan pemberhentian Xepata Sekolah pada satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidifL yang
bersangkutan sesuai dengan I etentuan peratuian perundhng:
undangan.

Paragraf 3
Tugas dan Tanggunglawab

Pasal 93
(1) Kepala Sekolah dalam melaksarakan tugas dan tanggung jawab,

pada satuan pendidikan dasar dan pendidikal menengah dibantu
oleh Wakil Kepala Sekolah.

(2) Kepala.....
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l2l bertalggung jawab atas penyelenggaraan
ministrasi, membina pe ndidik dan-ienagagunaka serta memelihara sarana dinpras€rrana pendidikan.

(3) Kepala Sekolah/ pKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan
_ program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
(4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jarn wqiiU b.l"ju, ii tr",jam sekolah dan budaya membaca bagi feserta didik.
(5) Kepala Sekolah/ PKBM melaporkar pelaksanaan tugas darr

tanggung jawab secara periodik kepada Kepa.la Dinas.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara

pertanggungjwaban oelaksanaan tugas dal tanggung jawab Kepala
Sekolah / PKE[.{ sebagaimana dimaksud paaa ayli (S), diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94
(f) Kepala Sekolah/ PKBM wajib rnelara_ng segala bentuk promosi

barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau ternpat belajar
mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi
pendidikan.

(2) Kepala Sekolah/ PKBM wajib melarang kegiaran yang dianggap
rnerusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 95
(l) Kepala Sekolah/PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah/pKBM

yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan.
(2) Kepata Sekolah/PKBM wajib melarang dan mengawasi piserta

didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan
minuman beralkohol dan penya_lahgunaan naikotika- serta
psikotropika,

(3) Kewajiban ,(epala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undargan
yang berlaku.

Patagraf 4
Masa T\rgas Kepala Sekolah

Pasal 96
(l) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu

masa tugas selama 4 (empat) tahun.
(2) Masa tugas tamba1lan Kepala Sekolah sebagaimana dirnaksr,rd

dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk I
(satu) kali masa tugas.

(3) Guru yang melaksanakal tugas tambahan sebagai Kepala Sekotah
2 (dua) kali masa tugas berkesinambungan, dapat ditugaskan
kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit I (satuf kali masa

tugas; atau
b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu

dan ditugaskan di sekolah lain.

(4) Kepala ...
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(4) K:pall Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi
diberikan tugas sebagai kepala sekorah, tetap meraksanakan tuga-s
sebagai gun' sesuai dengan jenjang jabatannya da, berkewajib-an
melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan
konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Paragraf 5
Asosiasi
Pasal 97

(1) Kepala Sekolah/ PKBM dapat membentuk asosiasi sebagai wadah
yang bersifat mandiri.

(2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), bertujuan untuk
meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta
profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut. mengenai pembentukan asosiasi Kepala
Sekolah/ PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) aan ayai 1Z;,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 98
(1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan

prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan
sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi lisik, kecerdasan
intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pendidikan dilakukan pemerintah, pemerintah
Daerah, dan Masyarakat.

(3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan
dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau
pengelola satuan pendidikan.

Pasal 99
(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana yang

memadai pada satuan pendidikan Pemerintah.
(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan

sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang
diselenggarakan masyarakat.

(3) Bupati menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada
satuan pendidikal anak usia dini, pendidikarr dasar, pendidikan
menengah, d:en pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan
perundang-utrdangan.

Pasal lO0
(1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahar kepada

masyarakat dan/ atau pelaku usaha yang memberikan bantuan
prasarana dan sarana pendidikan.

(2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimala dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- unda-ngan.

( I ) Pra sarana r. "oro,urf 
"oY.-,'ro^' ban gun an ged un g, waj ib me menuh i

persyaratan adrninistratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.

(2) Persyaratan...



(3) Persyaratan teknis bangunan, gedung sebagaimana dimaksud ayat
(1), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandaian
dan kelayakan bangunan gedung.

(4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana
dimal<sud ayat (l), ayat (2), dan ayat (3), dilalsanakan- sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102
Penghapusan pras€rrana dan sarana pendidikan pada satuanpendidikan anak usia d-ini, pendidikan daiar, pendidikan menengah,dan pendidikan nonforma.l yang diselenggarakan pemeriniah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan dengan ketenruan
peraturan perundang-undangan.

BAB XII
EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

'"*;ffi5;:,"'"
Pasal lO3

(l) Evaluasi dilakukan dalam rungka pengendalian mutu pendidikan
yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas p"ny.le.rggara.r,
pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi peserta didk, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan
prograrn pendidikan pada jalur pendidikan formal dan p".rdidikr.,
nonformal untuk semua jenjang, satual, dan jenis pendidikan.

Pasal 104
(l) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
didik secara berkesinarnbungan.

(2) Eraluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikal, lembaga,
dan prograrn pendidikan pada jaJur pendidikan formal dZ"
pendidikan nonfromal dilakukan pemerintah Daerah dan/atau
lembaga rnandiri secara berkala, rnenyeluruh, transparan, dan
sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimasksud pada ayat ltldan ayat (2)
dilaporkan kepada Bupati.

Pasal IO5
(1) Lembaga n randiri sebagaimana dima.ksud da.lam pasal 103 ayat (2),

dapat me.akukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan
Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) diatur dengan peraluran Bupati.

gedung sebagaimana dimaksud
status hak atas tanah, status
mendirikan bangunan, dan izin

pendidik untuk
belajar peserta

Bagian...
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Bagian Kedua
Akreditasi
Pasal 1O6

(l) Bupati membentuk Unit penyelenggtrra Akreditasi Sekolah yangbertugas membaltu pelaksanaan akreditasi yang -.":"jlkewenanga n Badan Akreditasi Nasionar sekolah dln -pendidilan
Nonformal.

(2) unit Penyelenggara Akreditasi Sekorah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap p.og."*
keahlian, dan/atau satuan pendidikan sekolah aa, p.naialtrn
nonformal.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk
al<untabilitas publik yen1 dilakukan secar.a objektif , adil,
transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen
dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.

(4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107
Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus
diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Sertifikasi
Pasal 108

(l) Serffikat berbentuk Uazah dan sertifikat kompetensi.
12) ljazeh diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap

prestasi belajar dan/atau penyelesaian suaru jenjang pendidikan
setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang
terakreditasi.

(3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan
dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat
sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan
pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang
diselenggarakan satuan pendidikan terakredi tasi atau lemtaga
sertifikasi.

(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan sesuai staldar nasional pendidikan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pasal 109

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
Pemerintah, Pemerintah D aer ah, dan Masyaraka t.

(2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan,
kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

(3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib
mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan
dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Sumber pendaraan pendidikan

Pasa] l lO
(1) P.endanaan atau pembiayaar penyelenggaraan pendidikan yang

diselenggarakan pemerintah D rerah yaa{-b..",r-b.. d"ri A;gg;;;
Pendapatal dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan B?lanja
Daerah, dan Masyarakat.

(2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang
diselenggarakan Masyarakat bersumber aari ff asyarat<at, angg"aran
Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran pendapatan eetania
Daerah.

(3) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan
musyawarah dan sukarela pelaksanaannya agar memperhatikan
kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan
setempat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana pendidikan sebagaimana
dimaksud ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengalokasia;r Dana pendidikan

Paragraf 1

Kewajiban
Pasal 111

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan arlggaran pendidikan
sebagaimana diatur dalam pasal 3l ayat (4) Undang - Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain
gaji pendidikan, dan biaya pendidikan kedinasan.

(3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk
mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan
yang diakibatkan peristiwa tertentu.

(4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan
pendidikan yang diselenggaran Pemerintah dan/atau masyarakat
dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.

(5) Pemerintah Daeratr wajib mengalokasikan dana pendamping untuk
menunjang pemburngunan pendidikan baik negeri maupun swasta.

Pasal I12
Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan
pada jenjalg pendidikan dasar.

Paragraf 2
Beasiswa
Pasal 113

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib
memberikan bea siswa kepada peserta didik dari keluarga kurang
mampu.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyaralat wajib
memberikan bea siswa untuk peserta didik berprestasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian,
peserta didik dan pendistriusian bea siswa sebagaimana
( 1) dan ayat (2), diatur de ngan peraturan Bupati.

persyartan
pada ayat

Bagian...
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Bagian Keempat
pengelolaan Dana pendidikan

Pasal 114
(l) Bupltllgrwenang daJam pengelolaan dana pendidikan yang berasaldari APBD maupun ApBN.
(2) Bupati dapat melimpahkan we

ayat (1) kepada perarrgkat
pelaksanaan, penatausal'raan,
serta pengawasan keuangan pen

(3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah
berwenang dalam pengelolaar dana pendidikan y^rrg -.rri.Jitanggung jawabnya.

(4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan
hukum _ penyelenggara satuan pendidikan berwenang dal;

_ pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabinya.
(5) Setiap pengelolaan.dana pendidikan sebagairnro, d1-"k=rd prd.

?yat (2), ayat (3) dan ayat ( ), dilaksanalan berdasarkan prinsip
keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan d-ana pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (t), ayat (21 dan.y.[ 1a; di.t,r.
dengan Peraturan Bupa[i.

BAB XIV
PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN,

DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN
Bagial Kesatu

Umum

pemerinrah Daerah 
"#"*iHsanakan pembukaan, penambahan,

penggabungan, dan penutupal satuan pendidikan pada pendidikan
anak. _.usia dini, pendidikan dasar, pendidikan - 

menengah dan
pendidikan nonformal.

Bagian Kedu
Pembukaan
Pasal l16

(l) SeLiap pembukaan sattlarr pendidikan anak usia dini, pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib
memiliki izin penyelenggzrraan pendidikan.

(2) lzin penyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), melalui tahapan :

a. Izin prinsip penyelengga_rakan pendidikan;
b. Izin operasional penyelenggarakan pendidikan.

(3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu Z (dua) tahun,

(4) lzin operasional penyelenggaraan pendidikaa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku selama penyelen-ggaraan
pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perunaang
undangan.

(5) l?i" penyelenggaraa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dal-am
bentuk apapun.

(6) Ketentuan l.,bih lanjut mengenai prosedur pembukaan satuan
pendidikan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l) darr ayat (2) diatur
dengan Pera turan BupaLi.

Bagian ...
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Bagian Ketiga
penambahan dan pengga bun garr

Pasal 117
(l) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini,pendidikan dasar, ..perdidikan menengah, dan/atau program

keahlian pada pendidikan menengah kEjuruan, dan penaidlkan
nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pio""dr. penambahan dan
penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagial keempat
Penutupan
Pasal 118

(1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak mehenuhi
persyaratan dapat ditutup.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang telah
ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar -;.rg4j;.(3) Ketentuan tebih lanjut mengenai prosedur penutup"n satuan
pendidikau sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Lembaga Pendidikan Asing

Psal 119
(l) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan

anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.

(2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah yang diselenggarakan lembaga pendidikan
asing, wajib memberikan pendidikan agarna, balrasa Indonesia,
kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.

(3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dapat bekerja sEuna dengan lembaga pendidikan yang ada di
daerah, dan harus mengikutsertakan pendidikan dan tenaga
kependidikan warga masyarakat.

Pasal l2O
Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing
yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harui
sesuai dengan l<etentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENJAMINAN MUTU

Pasal 121
(1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikal nonformal wajib melakukan
penjaminan mutu pendidikan.

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertujuan untuk mememrhi atau melampaui standar nasional
pendidikan.

(3) Bagian ...
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(3) fgnjaminan mutu penrlidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam- suatu
program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka
waktu yang jelas.

Pasal 722
Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuanpendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah,
dan pendidikan nonformal serta dapat bekeda iama dengan Lemdaga
Penjamin Mutu Pendidikan.

pERAN sEB# il'"ro**t
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 123

(1) Peran serta masyarakat dalam pend.idikan meliputi peran serta
perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha
dan orgtrnisasi kemasyarakatan dalam - penyeling{araan,
pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayalan pendidikan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimalsud pada ayat (l), dapat
sebagai surnber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikal. 

,

(3) Peran serta masyaralat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), dapat berbentuk perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan
pendidikan.

(4) Peral serta masyarakat dalam pengendalia_n mutu pelayanan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program
pendidikan yaxg dilaksanakan melalui dewan pendidikan
Kabupaten dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan nonformal.

(5) Ketentuan pelaksaan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diatur lebih Ianjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 124
(1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber

pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga
kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggara;n
pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada
satuan pendidikan.

(2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat
berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber
dalam penyelenggaraan pendidikan forma.l, pendidikan nonformal
dan pendidikan informa_I.

(3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa
penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, bba
siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal,
pendidikan nonforma_l dan pendidikan informal.

(4) Perarr serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan
dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam
penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan
pendidikan informal.

Pasal 125...
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Pasal 125
(1) Pelan serta perseor€rngan, keluarga atau kelompok sebagaipelaksana pendidikan dapat berupa parfisipasi adr- p".re"tol"?.,

pendidikan.
(2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapatberupa pembentukan lembaga -evaluasi danTatau i;;;;;"

akreditasi mandiri.
(3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksanaan

pendidikan berkewajiban menerima peserta didik -dan/ata" ,"."g"pendidik asal sekorah Kabupaten Indiagiri Hulu dalam pelaksanair
sistem magarg, pendidikan sistem ganda, dan/atau k;.j"";"

. produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi p"".ngro.
(4) Peran ..-serta organisasi kemasyaraka-tan sebagai pe-lrksr.r,

pendidikan dapat berupa penyrlenggara, pengelolaafr , p.;g;;;,
dan pembinaan satuan pendidikan.

(1) Peran serta dunia """Hlrl'"Xa industri sebagai pengguna hasiroendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan
dalam penyediaan lapangan kerja, pemaaLatan t aslt 

'penetitian,

. pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
(2) Dunia usaha/dunia industri ..ptt ,rr.riy"tenggai"kan p."!."-

penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengal 
- 

"Jr-r".,pendidikan menengah.

Pasal 127
(l) Untuk peningkatan rnutu dan relevansi prograrn pendidikan,

Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha -dan/aiau 
duniaindustri dan/ atau asosiasi profesi dapat me mbentuk Forum

Koordinasi Konsultasi dan Kedasama.
(2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsurtasi da, Kerjasama

sebagaiman.r dimaksud pada ayat (l), ditetapkan i."g;
Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Dewan pendidikan

Pasal 128
(1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyaral<at

dalam peningkatan mutu layanan p".rdidikro y"rrg m.tiputi
perencanaan, pengawasErn dan evaluasi prograrn pendidikan.

(2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud padl ayat (l) sebagai
lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaterlndragiri Huh:.

Pasal 129
(1) Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu berperan sebagai:

a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pela-ksanaan
kebijakan pendidikan.

b. pendukulrg, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun
tenaga dalam penyelenggErraan pendidikaa.

c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

d. mediator anta_ra Pemerintah dan DpRD dengan masyarakat.
(2) Dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut:

a. merrdorong, tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat
terhadap pe nyelengga_raan pendidikan yang bermutu.

b. melakukan ...
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b. melakukan kerjasama dengarr masyarakat(perorangan/organisasif , pemerintah, d; DrRD b;.i;";;;dengal Jrenyelen ggaraal pendidikan yang bermutu.
c. men€rmpung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan danberbagai kebutuhan pendidikan ya,g'diajulan 

"i.n -""y*"t"r'd. memberil<an rnasukan,_pertimbanga'n, dan rekomena""i t"p.a"
Pemerintah Daerah, DpRD mengenai:
1. kebijakal dan program pendidikan;
2. kriteria kineda daerah dalam bidang pendidikan;
3. kriteria tenaga kependidikan, kh-ususnya guru/ tutor dan

kepala satuan pendidikan;
4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
5. ha l-hal Iain yang terkait dengan kependidikan.

e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalampendidikan guna mendukung peningkatan mutu dart pemerataan
pendidika n.

f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan,
progr€rm, penyelenggaraan, d n keluaran pendidikan.

Pasal 13O
(1) Keanggotaan Dewan pendidikan terdiri atas:

a. unsur masyarakat dapat berasal dari:
l) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan;
2l Tokoh Masyarakat;
3) Tokoh pendidikan;
4) Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, Iuar sekolah,

rnadrasah, pesantren);
5) Dunia usalra/industri/asosiasi profesi;
6) Organisasi profesi tenaga pendidikan;
7) Komite sekolah.

b. unsur birokrasi/legistatif dapat dilibatkan sebagai anggota
Dewan Pendidikan (maksimal 4-5 orang)

c. jumlah anggota Dewan pendidikan maksimal 17 orang danjumlahnya ganjil.
(2) Kepengurusan Dewan Pendidikan meliputi:

a. Pengurus minimal terdiri atas:
1) Ketua;
2) SekreLrris;
3) Bendahara.

b. Mekanisnre pemilihan pengurus dilakukan dengan:
ll Pengurus dipilih dari dan oleh €rnggota;
2) Ketua bukan dari unsur pemerintah Daerah dan DpRD.

(3) Pembentukrtn Dewan pendidikan ditetapkan dengan Keput,san
Bupati.

(4) Masa tuga s Dewan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam
AD dan ART Dewan pendidikar.

Bagian Ketiga
Komi r_e Sekolah/ pendidikan Nonformal

Pasa.l 13 I
(l) Komite Sekolah/Pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis

merupakan ''vadah peran serta masyarakat dalam ieni-ngkltr.,mutu layalal r pe p..rgr*a=a., dmevaluasi pro,jram idikan anak usiadini, pendidikan dan pendidikan
nonformal.

(2)Komite...
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(2) Komite Sekolah/pendidikan Nonformar atau nama rain yang sejenisi 6an dukungan"t.ri"g",
san penyelenggaraan
usia dini, pendidikan

(3)Komitesekorah/pendidik,,N.:l"X::i'i,'jfl H:lffi"rangsejenis
sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) pada satuan pendidikL anak
usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, bersifat mandiri
{an tldak mempunyai hubungan hirarkis d".rg"r, pemerintafr,
Pemerintah Daerah, dan Dewan pendidikan.

(4f Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan
Formal dan Nonformal atau nama lain yang sejenis.

(5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite J."u^i d.rgrn peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(6) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih
kernbali dalarn I (satu) kali rnasa jabatan.

(7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib
mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.

Bagian Ke empat
Pengharga

Pasal 132
(l) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada

masyarakat yang berl'asa di bidang pendidikan.
(2) P_emberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_
undalgan.

BAB XVII
KERJASAMA

Pasal 133
( 1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat ditakukan

kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia
usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri
dan/ aLau luar negen.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka
meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 134
(l) Pemerintah Daerah, Dewan pendidikan, Komite

Sekolah/ Per didikan Nonformal atau narna lain yang sejenis
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan pada pendidikar anak usia dini, pendidikan*dasar,
pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing_masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimal sud pada ayat (1),- dilakufan
dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 135
Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelo.laan penrlidikan
T"."p+g kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan
Kepala Dinas.
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"^r*",uA"##rr*.,Pasal 136
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal
.113v"t (2), Pasal 14 ayat (2), pi:4 15 ayat (3), pasat8o, pasal sciii(1) dan ayat (21, Pasal 95 a),1r (l) dan a5zat 1iy,'rasaf lO8 ayat tSl, p"'"J
l2O dikenakan sarksi administrasi berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatalan izin prinsip dan izin operasional;
c. pencabutan izin operasional.

pBitioffirv
Pasal 137

(1) Selain pejabat penyidik polri yang bertugas menyidik tindak
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini
dapat dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah yang pengangkatanya ditetapkan ".=r"i d"rr!".,
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penfldikan, pejabat penyidik pegawai
negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l), birwinang: -
a. menerirra laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya pelanggaral;
b. melakukarn tindakan pertama pada saat itu

dan melakukan pemeriksaan;
c. menyumh berhenti seorang tersalgka dan

pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksisebagai tersangka

atau saksi;
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan peme riksaal perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupalan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan
l"J terse but kepada penuntut umum- tersangka atau
keluargan-1a;

di tempat kejadian

memeriksa tanda

i. mengadal:an tindakan lain
dipertanggungiawabkan.

menurut hukum yang dapat

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak
berwenang melakukan penangkapal dan penahanan.

(4) Penyidikan pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap
tindakan tentang:
a. pemeriksaan tersargka;
b. pemasukan rtrmah;
c. penyitaal benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan di tempat kejadian;
g. mengirimkan berkasnya kepada pengadilan Negeri dan

tembusalnya kepada penyidik polisi Negara Republik In-donesia.

BAB
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BAB )O(I

KETENTUAN PIDANA
Pasal 138

(l) Setiap orErng dan/atau
pe ndidikan yang melanggar
ayat (21 diancarn dengan
bulan atau denda paling
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah tindakpidana pelanggaran.

BAB )OflI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139
Peraturan Daerah ini mrllai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crzrng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatamnya dala_tn t embarL Orefah
Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkal di Rengat
pada tanggal i0 Januari 2Ol4

BT'PATI IITDRAGIRI ET'LU

H. YOPI ARHNTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 1O Januari 2Ol4

SEKRETARIS DAERAII
KABT'PATEN II{DRAGIRI ITULU

Drs. H. R. ERISUAII, M.St
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